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Motto 

Motto dan Persembahan 

 Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang 

tidak pernah jatuh. 

 Hidup lah Sepert i Pohon Kayu yang Lebat Buahnya : Hidup d i Tep i 

Jalan dan Dilempari Orang dengan Batu, Tetap i Diba las dengan 

Buah. 

 
Persembahan 

Terucap Syukur Ku Persembahkan Kepada-Mu Ya Allah 

Ku persembahkan skripsiku ini kepada: 

 Ayahanda (Sangkut) dan ibunda (Asma) yang te lah 

me mberikan dukungan moril maupun mater i serta  

sela lu mendo’akan da lam set iap langkah dan 

perjuanganku untuk kesuksesanku. 

 Semua keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu, terima kasih atas dukungan yang 

diberikan kepadaku. 

 Teman-teman seperjuangan. 

 Pembimbing skripsiku. 

 Almamate r UMP. 
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PUPUT AFRILIA. 222017302. Pengaruh Sistem Akutansi Keuangan Daerah, Pengawasan dan 

Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kantor BPKAD Palembang. 

 
Permasalahan dalam penelit ian ini adalah adakah pengaruh sistem akutansi keuangan daerah, 

pengawasan dan transparansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kant or BPKAD 

Palembang. Tu juan penelit ian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem akutansi keuangan 

daerah, pengawasan dan transparansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kantor 

BPKAD Palembang. Jen is penelit ian yang digunakan penulis dalam penelitian  in i adalah asosiatif, 

dengan jumlah sampel sebanyak 17 Kabupaten/Kota. Pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam penelitian  in i adalah kuesioner, sedangkan teknik analisis data menggunakan SPSS. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara signifikansi antara variabel pengawasan, 

sistem akutansi keuangan daerah, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan diterima 

kebenarannya. Hasil penelit ian juga menunjukkan bahwa Ada pengaruh secara signifikansi antara 

variabel pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelo laan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh 

secara signifikansi antara variabel t ransparansi terhadap kualitas laporan keuangan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan diterima 

kebenarannya. 

 
Kata Kunci : Sistem Akutansi Keuangan Daerah, Pengawasan, Transparansi, Kualitas Laporan 

Keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Akuntansi sektor publik masih termasuk baru dalam bidang akuntansi di 

Indonesia, namun dalam waktu yang singkat telah mengalami perkembangan yang 

pesat. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh 

lembaga- lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. 

Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan 

maupun lembaga publik non-pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari 

masyarakat agar anggaran dikelola secara akuntabel dan transparan. 

Arus reformasi tersebut juga berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan 

yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi adalah bidang 

birokrasi pemerintahan yang menuntut beragam pengelolaan tentang 

pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang 

memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (good government 

governance), rohman menjelaskan dalam Modul LAN 2000 bahwa pemerintah 

terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatakan transparani dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/ daerah, salah satunya dengan 

penyempurnaan sistem akuntansi dan administrasi negara secara menyeluruh 

(Lembaga Administrasi Negara, 2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah 

adalah dengan menerbitkan perangkat/peraturan perundangan tentang pengelolaan 

keuangan negara /daerah. 
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Hal di atas diperkuat dengan telah dilakukannya reformasi manajemen 

keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah 

dengan ditetapkannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara, yaitu 

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- 

Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan perundang- 

undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur / Bupati / Walikota 

menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah berupa laporan keuangan (Fajar, 2010). 

Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. 

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung 

informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik 

Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah 

No.71 Tahun 2010). 

Pendapat di atas, jika dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia menjadi 

kalimat: teknik keuangan akuntan secara alami telah mendapat perhatian oleh 

fungsi pelayanan khusus. Laporan keuangan menghasilkan gambaran penelitian 

yang dipercaya. Bagaimana penelitian itu bekerja dalam setahun, dan dalam 

bentuk apa penelitian itu berlangsung sekarang. Tekanan selalu menuai 

pernyataan mengenai penghasilan dan pengeluaran, neraca dan arus kasnantinya. 
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Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di 

dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem 

Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

Pada aplikasinya di dalam pemerintah daerah belum dapat menyusun 

laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi. Sedangkan  

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi 

pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem 

akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah 

daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada 

Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun2010). 

Sistem Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu standar penyusunan 

laporan keuangan milik pemerintahan yang di susun dalam bentuk prinsip- prinsip 

akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam 

upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. 
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Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang d ihasilkan oleh bidang 

atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia 

yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. 

Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan 

Daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami dan 

kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan 

organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011). 

Jika sistem akuntansi di Indonesia di tingkat pusat diatur oleh Peraturan 

Menteri Keuangan yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 

mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka 

sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur oleh 

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan juga didukung oleh Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. 

Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 

melalui Undang-Undang No.2 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang- 

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, reformasi aspek 

keuangan negara baik di pemerintah pusat baik di pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah pun berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 

Tahun 1999 yang telah direvisi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak terhenti 

sampai disitu selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah 
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salah satunya ditetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. 

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem 

pengelompokkan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan daerah kedalam 

sebuah laporan keuangan sebagai suatu suatu informasi yang dapat digunakan 

oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Dengan kemajuan teknologi 

informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas 

maka pengelolaan dan akses terhadap informasi keuangan daerah dapat dilakukan 

lebih cepat dan akurat. 

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah 

disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut 

Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 1 (16) menyebutkan bahwa 

pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 

menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentua n 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah  

dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana 

dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada 

laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitastransparansi adalah azas 

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan 

keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai 

kedaulatan tertinggi. Prinsip akuntabilitas adalah setiap pelaksanaan tugas, 

penggunaan sumber-sumber, serta penggunaan wewenang harus atau diperiksa 
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baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga independen. 

sedangkan prinsip transparansi berarti semua penyelenggaraan pemerintah harus 

terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan 

perumusan kebijakan maupun dalam berkaitan dengan suatu keputusan perlu 

memiliki akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.3 Transparansi 

adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah.4 Ciri utama dalam pengelolaan anggaran yang baik adalah 

akuntabilitas dan transparansi yang merupakan perwujudan pemerintahan yang 

baik (good governance). 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005 Pasal 

24 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, menyatakan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas 

intern Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Aparat Pengawas 

Internal Pemerintah Daerah (APIP) memiliki peran dan posisi yang sangat 

strategis dalam mewujudkan akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan 

pembangunan. Lemahnya akuntabilitas di Pemerintah Kota Palembang yang 

tercermin dari opini yang diberikan auditor mengindikasikan lemahnya peran dari 

APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagai pengawas penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah. 

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan 

tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya 

transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. 

Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah adalah 
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buruknya kinerja pelayanan publik. Keluhan masyarakat beberapa tahun terakhir 

yang berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik yang 

menduduki peringkat pertama masih keluhan mengenai kinerja pemerintah 

daerah. 

Kurangnya pertanggungjawaban pemerintah dalam setiap anggaran dan 

realisasi yang dicapai dalam setiap kegiatan. Pemerintah selalu memberikan 

penjelasan pada masyarakat yang tidak masuk akal atau sulit dicerna oleh 

masyarakat. Masyarakat kurang yakin atas pendapat yang diberikan oleh 

pemerintah setempat, sehingga membuat masyarakat tidak puas atas 

pertanggungjawaban yang diberikan pihak pemerintah atas kegiatan yang 

diselenggaran dengan anggaran dana yang tidak terhitung nilainya (Yessy 

Mayasari, Bidang Sekretariat). 

Sistem pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih 

kurang efektif dan efisien yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dana, 

sehingga menyebabkan kerugian negara atas kasus korupsi pengadaan lift kantor 

BPKAD Palembang dengan nilai pagu Rp.1,4 miliar di tahun 2016 lalu. Hal ini 

mulai terungkap saat dilakukan pengujian oleh saksi. Lift yang seharusnya 

dipasang adalah produk Jerman, namun yang terpasang diketahui lift produk asal 

China (Detik News.com). Mengindikasikan bahwa dalam proses penggunanaan 

dana, tidak ada pertanggungjawaban dan transparansi yang jelas yang 

menyebabkan pengawasan keuangan pemerintah daerah semakin melemah. 

Penerapan transparansi pada setiap perangkat daerah belum maksimal. Hal 

ini disebabkan banyak akses internet yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat, 
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sehingga ketika masyarakat membutuhkan informasi tersebut masyarakat harus ke 

kantor terlebih dahulu. Meningkatkan kinerja pemerintah dengan baik dengan 

melakukannya keterbukaan informasi yang relevan maupun akurat. Pemerintahan 

yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah. Dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga 

masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah. Langkah 

yang diambil untuk Open Government Indonesia (OGI) adalah dengan 

melanjutkan upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, 

partisipatif, dan inovatif 6 sehingga dalam kinerja pemerintah diharapkan 

meningkat.(Yessy Mayasari, Bidang Sekretariat) 

Sistem Akuntansi keuangan daerah pada pemerrintah Pusat diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan No 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi 

dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Maka, ditingkat pemerintah daerah 

sistem akuntansi pemerintahan diatur oleh Peraturan pemerintah No 50 tahun 

2005 mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dan juga didukung oleh Peraturan 

menteri dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah 

daerah. 

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan 

keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Bagi 

pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan 

yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan 
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tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib 

administrasi dan taat asas. Kualitas laporan keuangan akan terlihat dari opini hasil 

pemeriksaan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 

yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, menjelaskan bahwa BPK 

adalah satu-satunya lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan 

pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara. 

Tugas BPK juga diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK bertugas 

memeriksa pengelolaan dan keuangan negara yang dilakukan pemerintah daerah. 

Auditor (BPK) sebagai pihak ketiga yang independen diperlukan untuk 

melakukan pengawasan terhadap kinerja apakah telah bertindak sesuai dengan 

kepentingan principal melalui laporan keuangan. 

Setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat penilaian 

berupa opini dari Badan pemeriksa Keuangan. BPK dapat memberikan 4 macam 

opini yaitu, Wajar Tanpa pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP), Tidak Wajar (TP), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak 

memberi pendapat (Disclaimer). Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan 

Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

merupakan indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah 

berkualitas. Artinya Laporan Keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi 

syarat atau dapat dikatakan Laporan Keuangan sudah disajikan dan diungkapkan 

secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan. 

Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah belum seperti yang 

diharapakan dengan adanya otonomi daerah. Selain itu, tuntutan untuk 
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memperbaiki kinerja pemerintah daerah khususnya pada kualitas laporan 

keuangan perlu dilakukan. Adanya fakta bahwa terkait hasil pemeriksaan Laporan 

Keuangan Pemerintah Kota Palembang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel I.1 

Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota 

Palembang Periode 2010-2019 

 

No Tahun Opini Catatan 

1 2010 WTP - Pendapatan realisasi pelayanan 

kesehatan yang berasal dari penerimaan 
Jamkesmas, Jamsoskes, Kapitasi Akses 

yang dikelola Dinas Kesehatan Kota 
Palembang tidak dilaporkan. 

- Penerimaan dan penggunaan dana yang 

bersumber dari Bantuan Keuangan 
Khusus Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan kepada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kota Palembang 
yang digunakan untuk kegiatan 

rehabilitasi SD/MI, SMP, pembangunan 
Unit Sekolah Baru, dan pembangunan 

Ruang Kelas Baru tidak melalui 
mekanisme APBD Pemerintah Kota 
Palembang. 

- Penerimaan dana dari PPJ PLN pada 
TA 2009 tidak dilaporkan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran. 
- Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 

2009 terdapat kesalahan peruntukan 

pengeluaran. 

2 2011 WTP - Pencairan uang oleh bendaraha 

pengeluaran dan bendahara pengeluaran 
pembantu pada Sekretariat Daerah tidak 
melalui mekanisme baku. 

- Kesalahan penganggaran dan 
pembebanan belanja barang pada 

beberapa SKPD. 
- Kesalahan pembebanan rincian objek 

dalam belanja barang dan jasa pada 

Dinas Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan. 

- Realisasi belanja tahun 2010 
dibebankan pembayarannya pada tahun 
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   2011. 
- Nilai piutang pajak daerah tidak dapat 

ditelusuri kewajaran penyajiannya. 

3 2012 WTP - Kesalahan Penganggaran Belanja 

Modal dan Belanja Barang dan Jaa pada 
Sekretariat Daerah. 

- Pengamanan aset tanah, peralatan dan 

mesin, serta bangunan dan gedung 
belum memadai. 

4 2013 WTP - Belanja Modal pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
anggaran 2013 Pemerintah Kota 

Palembang kurang dianggarkan. 
- Pengadaan alat laboratorium untuk 

SMK tidak dapat dimanfaatkan. 

- Kesalahan penganggaran dan 
pembebanan belanja apda beberapa 

SKPD, serta kesalahan peruntukan. 
- Pendapatan dan belanja Pusat 

Kesehatan Masyarakat (PKM) tidak 

dilaporkan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran serta terdapat kesalahan 

penganggaran. 
- Mekanisme pencairan pada pos Belanja 

Bantuan tidak sesuai ketentuan. 

- Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga 
tidak didukung dengan keputusan 

kepala daerah. 

5 2014 WTP - Kesalahan Penganggaran dan 
Pembebanan Belanja pada tujuh SKPD. 

- Realisasi Belanja Barang yang akan 

diserahkan kepada masyarakat pada 
Badan Lingkungan Hidup (BLH) tidak 

sesuai dengan peruntukan. 
- Realisasi Belanja Barang untuk 

Kegiatan Pemberangkatan Umroh tidak 

didukung dengan proses seleksi yang 
memadai. 

6 2015 WTP - Penyisihan piutang pajak daerah pada 

Dinas Pendapatan Daerah tidak diyakini 
kewajarannya sebesar dan penyisihan 

piutang lainnya tidak disajikan sesuai 
perwali. 

- Penyertaan modal pemerintah untuk 

PT. Palembang Trading dan Logistic 
tanpa disertai evaluasi dan analisa 
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   investasi oleh Walikota Palembang dan 
penggunaannya tidak sesuai peruntukan. 

- Pencatatan Realisasi Belanja Barang 

dan Jasa yang diserahkan kepada pihak 
ketiga/masyarakat belum sesuai 

ketentuan; 
- Pemerintah Kota Palembang belum 

menganggarkan Belanja Bunga atas 

Pinjaman kepada Pemerintah Pusat. 
- Administrasi penggunaan Belanja 

Tidak Terduga belum sesuai ketentuan. 

7 2016 WTP - Pengelolaan Kas Dana Transfer Pusat 
dan Bantuan Keuangan Provinsi pada 
Pemerintah Kota Palembang Tidak 

Optimal. 
- Kesalahan Penganggaran dan 

Kelemahan dalam Pencatatan dan 
Kapitalisasi Aset atas Transaksi pada 
Belanja Modal dan Belanja Barang dan 

Jasa. 
- Realisasi Belanja Tidak Terduga dan 

Pembayaran Pokok Utang Tidak Sesuai 
Peruntukan. 

8 2017 WTP - pemungutan Pajak dan Retribusi 

Daerah tidak sesuai peraturan daerah. 
- Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa 

Kepelabuhan tidak ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 
- Realisasi Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) tidak sesuai Standar 
Akuntansi Pemerintah. 

- Penyaluran Hibah Barang kepada pihak 

ketiga/masyarakat tidak sesuai 
Peraturan Walikota Palembang Nomor 

69 Tahun 2012. 

- Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah 
Kota Palembang belum memadai. 

9 2018 WTP - Pengelolaan rekening Kas Umum 

Daerah belum memadai. 
- Pengelolaan dan penatausahaan 

Retribusi Daerah pada beberapa OPD 
tidak tertib. 

- Pemerintah Kota Palembang belum 

memiliki Kebijakan Akuntansi tentang 
Beban Dibayar Dimuka dan Pendapatan 

Diterima Dimuka pada Neraca dan 
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   Beban Sewa Rumah Dinas dan Premi 
Asuransi-LO. 

- Pengelolaan Piutang PBB Perkotaan 

Belum Tertib. 

10 2019 WTP - Penatausahaan dan Pengelolaan Kas 
pada Pemerintah Kota Palembang 

belum memadai. 
- Penatausahaan dan Pengelolaan Kas 

pada Sekretariat Daerah tidak tertib. 

- Pengelolaan dan Penatausahaan Aset 
Tetap Pemerintah Kota Palembang 

belum memadai. 
- Penganggaran dan Realisasi Belanja 

Modal pada Dinas Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman tidak tepat. 

(Sumber: BPK RI, 2021) 
 

BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang 

berpendapat bahwa Neraca Pemerintah Kota Palembang tanggal 31 Desember 

2010 hingga 2019, Laporan Relaisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan 

atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, 

menyajikan seara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan 

Pemerintah Kota Palembang per tanggal 31 Desember 2010 hingga 2019, realisasi 

anggaran, arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 

pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun 

demikian terkait opini Wajar Tanpa Pengeceualian (WTP) dari BPK RI tersebut, 

masih ditemukan beberapa catatan-catatan terkait kesalahan atau kelemahan 

dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang sebagaimana 

disajikan pada tabel di atas. 

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah masih belum 

memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan berupa andal yang bebas dari 
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kesalahan dan ditinjau dari kualitas staff pelaksananya. Dalam penelitiannya, 

Rusmanto (2013) menyatakan kharakteristik kualitatif laporan keuangan penting 

karena akan berpengaruh terhadap penggunaannya dalam pengambilan keputusan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah, Pengawasan dan Transparansi Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Kantor BPKAD. 

B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka dapat di 

identifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan dan 

transparansi terhadap kualitad laporan keuangan daerah.? 

2. Bagaimanakah Pengaruh Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah? 

3. Bagaimankah Pengaruh pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

pemerintah.? 

4. Bagaimanakah Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah.? 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Berdarkan perumusan masalah di atas maka ttujuan penelitian yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan 

dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. 
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2. Untuk  mengetahui  pengaruh  sistem  akuntansi  keuangan  daerah, terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

3. Untuk mengetahui Pengaruh pengawasan Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah. 

4. Untuk mengetahui Pengaruh TransparansiTerhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah. 

D.  Manfaat Peneltian 

 

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan 

akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya : 

1. Bagi Penulis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah 

wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang kompetensi sumber daya 

manusia, transparansidan kualitas laporan keuangan. 

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan gambaran untuk 

pemerintah daerah terkait denganpengaruh penerapan standar akuntansi 

pemerintah,kompetensi sumber daya manusia dan transparansiterhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah. 

3. Bagi Almamater 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai bahan 

penelitian sebelumnya. 
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